Menimbang

Mengingat

PENETAPAN NAMA —~NAMA UNIT SEKOLAIt BARU SMP NEGERI

d.

2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indores:a Tahun '--_“;3-11\.
K

Nomor 82, Tambahan | embaran Neqgara Rap

BUPAT! SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA IIMUR
NOMOR : Ge /000 42C /2 9%0 /Il /2018

TENTANG

DAN SD-SMP NEGERI SATU ATAP
SERTA PEMBERIAN DIN OPERASIONAL
51 KABUPATEN SUMBA TIMUR i

BUPATI SUMBA TIMUR
bahwa dalarh rangka penuntasall piogiam wajib baajas 12 ( dua belas )
Tahun, Pemerintah melaksanakan program perluasan dan pemergtaan
pendidikan, serta program pengembangan pendidikan Dasar Terpadur' Unit
Sekolah Baru SMP Negeri dan SD-SMP Negeri Satu Atap melalui Direktorat

pembinaan SMP, Digen Manajemen Dikdasmen, Kemendikbud, sehingga

untuk menuntaskan program tersebut, maka di Kabupaten Sumba Timur

dibangun Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan SD-SMP Negeri Satu Atap ;

. -
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu penetapan nama-nama Unit Sekolah Baru SMﬁE'Negeri dan 50 — GMP

pemberian izin operasional di Kabupaten Sumba

Negeri Satu Atap serta
Bupati Tahun Anggaran 2015;

Timur yang ditetapkan dengan Keputusan

= 7

Uundang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerar Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1655);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

| embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

abiik Indonesiz Nomer 3.
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4. Undang'- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahn
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalhan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomoer 5587 ), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terzkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- ia Tahun
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indones

- i Nomor
2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5679):

HliK ia Tahun 2005 Nomoi i
T - 5 Republik Indonesia
Pendidikan (Lembaran Negara

Pemerintah Nomor 47 ‘lahun 2008 tentang Wajib Belajar
e | —
o e Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
(Lembaran Negara Repu 0

Lembaran Negarsa Republik Indonesia Nomor 4864);

~uran Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
7, Peraturan : e “
(Lembaran Negard Republik Indonesia Tahun 2008 Normor 91, Tambahan
| embaran Negara Republik Indonesia Nomor 486{};

g Peraturan Pemerintah Nomor 1/ Tahun 2010 tentang Pengelcjlﬁaarl’“::'lan
Penyelenggaraar Pendidikan (Lermbaran iNegara Republik Ingi'g)nes,i..:: e aur:—
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepL}plik Inldonesaa Nr:m;
5105) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nc;m;;hun
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1

U

Indonesia Nomor 5157);

ng standar
g Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang

Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dsn Menengah,

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentangd
Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tanun 2010 Er*:a:i
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MEMUTUSKAN ;

Menetapkan
KESATU ) ;
Nama-Nama Unit Sekolaly Baru SMP Negeli day SD-SMP Negeri Satu Alab  di
Kabupaten Sy i - “ T
i mba Timur adalah sebagaimana lercantum Pada lampiran keputusan
|
| ekolah Bay SMP Negeri dan SD-SMP  Negeri Saty Atap sebagaimana
T ¢ : / : e -
- aksud pada Diktum KESATU diberikan izin Operasional di Kabupater Suiiba
im " : :
4l Untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
KETIGA : Kepala Se ' -
pai kolah dalam pengelolaan Sekolah bertanggung Jawab kepada Bupati
melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba (imur
dan secara berkala membuat laporan tertulis ten:c-ang Perkembangan sekolah yang
ditujukan kepada Bupati C/Q, Ke ' Pendidi
j D upati C/Q, Kepala Dinas Pendidikan Rémuda dan 0lah Raga
Kabupaten Sumba Timur.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabil
dixemudian hari terdapat kekeliruan dajam Penetapannya, akan diadaka
perbaikan.

Litetapkan di Waingapu

pada tanggal ;i- dousque 20(C

. | s *
f BUPATI SUMBA TIMUR, F
‘D{-./GID N M
]

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
3. Inspektut Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta.
5. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemdikbud di Jakarta.
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupanag.
8

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
9. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.

10. Para Kepala Sekolah Sasaran masing-masing untuk dilaksanakan.
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Lampiran Keputusan Bupati Sumba Timur
Nomor  : &gp / ppo 420 /2 96o VI 7201€
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